GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR & TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

M cnimbang

Mengingat .

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

" tahun anggaran berakhir; -

. berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3



jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),



10.

11,

1.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9);
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta 5);



19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
A DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4 dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

. Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa
laporan keuangan memuat :
a. Laporan Rcalisqsi Anggaran;
Laporan ﬁérubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporég Operasional;

a o o

Laporan Perubahan Ekuitas;

o

Neraca;
Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun
Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatah - Rp5.840.561.001.091,65
b. Belanja Rp5.705.855.917.726.,41
Surplus Rp134.705.083.365,24
c. Pembiayaan r
- Penerimaan Rp465.555.386.955,24
- Pen geldéran Rp305.000.000.000.00

Pembiayaan Netto Rp160.555.386.955,24



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.

Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp14.710.927.198,35 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp5.855.271.928.290,00
2. Realisasi Rp5.840.561.001.091,65

' Selisih Rp 14.710.927.198,35
.. r x
Selisit anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp310.687.573.518,59 dengan

rincian sebagai berikut :

1. Anggardn Belanja setelah perubahan Rp6.016.543.491.245,00
2. Realisasi , RpS5.705.855.917.726,41
| Selisih Rp 310.687.573.518,59

Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(295.976.646.320,24)

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan Rp(161.271.562.955,00)
2. Realisasi Surplus Rp 134.705.083.365,24

- Selisih Rp(295.976.646.320,24)
Selisih . anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp716.175.999,76 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp466.271.562.955,00

Perubahfan |
2. Relisasi _ Rp465.555.386.955,24
Selisih Rp 716.175.999,76

Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan

rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp305.000.000.000,00

perubahan
2. Realisasi _ Rp305.000.000.000,00
0 Selisih Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp716.175.999,76

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp161.271.562.955,00
4

2. Realisasi Rp160.555.386.955.24

Selisih Rp 716.175.999,76

Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Dana Keistimewaan vang merupakan bagian
dari Belanja, sejumlah Rp23.914.670.084,25 dengan rincian sebagai berikut :



1. Anggaran Belanja Dana Keistimewaan setelah Rp1.420.000.000.000,00
peruba-h-an

2. Realisasi Rp1.396.085.329.915,75

Selisih Rp 23.914.670.084,25

. Pasal 4
Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf b per 31 Désembér 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Angglaran Lebih Awal Rp462.271.562.955,24
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjaldn ' Rp462.271.562.955,24
c. Saldo _ Rp 0,00
d. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp295.260.470.320,48
Saldo Anggarar Lebih Akhir Rp295.260.470.320,48
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember 2023
sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp13.204.764.072.841,50
b. Jumlah kewajiban Rp  34.717.835.503,82
c. Jumlah ekuitas Rp13.170.046.237.337,60
.It I |
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun
vang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan-Laporan Operasional : Rp6.097.582.665.731,53

b. Beban P Rp5.451.846.042.753,06

Surplus Kegiatan Operasional Rp 645.736.622.978,47

d. Defisit chi;:‘).tan Non Operasional Rp (29.979.985.949,44)

e. Surplus-Laporan Operasional Rp 615.756.637.029,03
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023 Rp 462.271.562.955,24
b. Arus Kas Hersih dari Aktivitas Operasi Rp 875.954.501.169,24
c. Arus £as Bersih dari Aktivitas Investasi Rp(1.042.965.593.804,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp 0,00



f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023 Rp295.260.470.320,48

Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
periode yang berakHir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp12.528.014.950.938,50
b. Surplus Laporan Operasional Rp 615.756.637.029,03
c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp 26.274.649.370,24
Kebijakan /,Keéalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp13.170.046.237.337,70
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas

pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
a. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sebagaiman.ét dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

I Lampi.ran I . Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
Lampiran .1 ' : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
i ’ Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
'ampiran 1.2 . ¢ Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan

. jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
' organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan,;
Lampiran [.4 :  Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
| pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan

sub kegiatan;

2. Lamp@ran'I} : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran ﬁl : Laporan Operasional;

4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

5. Lampiran il : Neraca;

6. Lampiran VI rl : Laporan Arus Kas;

Ti Lamp‘ﬁ'an.VII" : Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Lampiran VIII  : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

9.

Lampirarn IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;



10.

11
12.

13.
14,
15,
16.
17,
18.
19,

20.

Lampiran X

Lampiran XI -
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVII

Lampiran XIX

Lam;;iran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

[khtisar Badan

Daerah /Perusahaan Daerah, terdiri atas:

Laporan  Keuangan Usaha  Milik
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah,;

[khtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha

Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lei}l lénjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024

77wt r GUBERNUR
GV, N\
//DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogvakarta
pada tanggal lﬂ? 43 ustus 202y

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

—~b..!

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024y NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (67/35/2024)



